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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaiamana pengaturan 
perlindungan hukum terhadap saksi anak dalam 
perkara pidana menurut Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak dan bagaimana kekuatan 
pembuktian keterangan saksi anak di bawah 
Umur. Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. 
Perlindungan hukum terhadap saksi anak tindak 
pidana menurut sistem peradilan pidana 
menegaskan anak berhak atas semua 
perlindungan dan hak yang diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 
seperti upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar 
lembaga. Jaminan keselamatan, baik fisik, 
mental, maupun social dan kemudahan dalam 
mendapatkan informasi mengenai 
perkembangan perkara. Hak Saksi Anak akan 
diatur dengan Peraturan Presiden dan 
berdasarkan pertimbangan atau saran 
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial 
Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial 
atau Penyidik dapat merujuk Anak Saksi ke 
instansi atau lembaga yang menangani 
pelindungan anak atau lembaga kesejahteraan 
social anak. Saksi anak tindak pidana yang 
memerlukan dapat memperoleh pelindungan 
dari lembaga yang menangani pelindungan 
saksi dan korban atau rumah perlindungan 
sosial sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2.Keterangan kekuatan pembuktian saksi anak 
di bawah umur tidak mempunyai nilai sebagai 
alat bukti, oleh sebab itu tidak mempunyai 
kekuatan pembuktian akan tetapi dapat dipakai 
sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti 
yang sah lainnya ataupun menambah keyakinan 
hakim. 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  

Seorang anak yang mengalami masalah 
membutuhkan perawatan dan perhatian 
khusus sehingga setiap anak dapat tumbuh dan 
berkembang secara optimal baik fisik, mental 
maupun sosial. Demi mewujudkan 
kesejahteraan anak dan memberikan jaminan 
terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya 
perlakuan tanpa diskriminasi, maka diperlukan 
dukungan kelembagaan dan peraturan 
perundang-undangan yang melindungi dan 
menjamin pelaksanaan hak-hak anak secara 
khusus. 

Adanya peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang perlindungan anak 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP, 
Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan 
peraturan perundang-undangan lain yang 
mengatur kesejahteraan anak, bahkan 
Indonesia sudah meratifikasi hasil Konvensi 
Hak-hak pada tahun 1990-an. 

Sejauh ini perlindungan dan perhatian yang 
diberikan pada anak membahas atau lebih 
berfokus pada perlindungan dari suatu tindak 
pidana, kesejahteraan anak, kedudukan anak, 
perwalian, pengangkatan anak, anak terlantar 
serta anak nakal.3 Sementara perlindungan 
yang membahas tentang perlindungan 
terhadap saksi anak sangat minim sekali 
pembahasannya, bahkan hampir tidak 
tersentuh. Mengingat hukum pidana adalah 
salah satu konsep yang memiliki kajian yang 
sangat luas, hal ini dikarenakan hukum pidana 
yang mempuyai banyak segi, di mana masing-
masing segi memiliki arti sendiri-sendiri,4 dan di 
antara kajian tersebut tidak lepas dari kajian 
pembahasan tentang proses peradilan yang 
mengharuskan adanya pemeriksaan terhadap 
saksi. Tidak ada perkara pidana yang luput dari 
pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir 
semua pembuktian perkara pidana, selalu 
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bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. 
Sekurang kurangnya di samping pembuktian 
dengan alat bukti yang lain, masih selalu 
diperlukan pembuktian dengan alat bukti 
keterangan saksi.5 

Keterangan saksi memiliki posisi penting 
dalam pembuktian perkara pidana 
sebagaimana terlihat dalam penempatannya 
pada Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan 
bahwa keterangan saksi adalah alat bukti 
utama. Keterangan saksi dalam kedudukannya 
sebagai alat bukti dimaksudkan dapat 
menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa 
suatu tindak pidana  itu benar-benar telah 
terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan 
tindak pidana tersebut. Lalu berapa banyak 
saksi yang diperlukan ditinjau dari segi daya 
guna kesaksian tersebut, di mana keberadaan 
saksi merupakan kunci pemecahan suatu  
pembuktian perkara pidana terkadang luput 
dari perhatian untuk dilindungi hak-haknya 
maupun kebebasannya dalam memberikan 
keterangan sebagai alat bukti.  

Mengingat keberadaan saksi sangat penting, 
bagaimana yang menjadi saksi adalah seorang 
anak yang mengalami dan melihatnya sendiri 
dalam suatu  perkara tindak pidana? Adanya 
batasan-batasan yang berlaku dalam undang-
undang mengenai kesaksian yang diberikan 
anak tidak diatur secara rinci, karena seorang 
anak mempunyai jiwa yang sangat labil 
sehingga hal-hal yang dilakukan, diperbuat, 
maupun dialaminya kadang kurang mendapat 
respon dari orang-orang sekitarnya karena 
status mereka maka anak belum diakui 
kapasitas legalnya (legal capacity). Dengan kata 
lain, secara yuridis formal (hukum) kesaksian 
anak sebagai korban atau saksi korban tidak 
cukup kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti.6 
Dalam undang-undang hanya diatur tentang 
hak-hak anak untuk menyatakan dan didengar 
pendapatnya, mencari dan memberikan 
informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 
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usianya demi pengembangan dirinya sesuai 
dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.7 

Sesuai dengan hak-hak anak dalam konvensi 
PBB, maka anak berhak memperoleh 
perlindungan hukum terhadap gangguan 
(kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat, 
atau serangan yang tidak sah), serta 
memperoleh perlindungan dari bentuk 
diskriminasi dan hukuman8, maka hak-hak anak 
sebagai saksi dalam proses penyidikan maupun 
di dalam persidangan harus diperhatikan. 

Di dalam KUHAP mengenai Pasal-pasal yang 
mengatur masih terdapat banyak celah untuk 
seorang aparat ataupun terpidana untuk 
melakukan intimidasi atau ancaman, dan 
perlindungan yang diberikan masih bersifat 
umum, sehingga perlindungan terhadap saksi 
terutama saksi anak tidak diatur secara spesifik 
yang menyebabkan pelaksanaan perlindungan 
saksi belum maksimal. Peraturan-peraturan lain 
yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi 
saksi sudah diatur di dalam Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban, walaupun tidak secara 
khusus ditujukan terhadap saksi anak. Itupun 
aturan-aturan pelaksana dan lembaga 
pelaksana (LPSK). 

Oleh karena itu negara sudah sepantasnya 
menjadi pelindung untuk memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak anak di bidang 
hukum, perlu adanya jaminan yang pasti yang 
mengatur mengenai pelaksanaan perlindungan 
hukum, karena hal ini sangat penting demi 
kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan 
mencegah penyelewengan yang dapat 
membawa akibat negatif terhadap 
perkembangan jiwa anak di masa yang akan 
datang. Dengan demikian, dituntut adanya 
suatu rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan 
perlindungan terhadap anak dan juga rasa 
keadilan yang berpengaruh pada kelangsungan 
kehidupan seorang anak. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian hukum 
mengenai “Kesaksian Anak Pada Pengadilan 
Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaiamana Pengaturan Perlindungan 
Hukum Terhadap Saksi Anak dalam 
perkara pidana menurut Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak? 

2. Bagaimana Kekuatan Pembuktian 
Keterangan Saksi Anak di bawah Umur ? 

 
C. Metode Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh 
penulis, maka metode yang di gunakan dalam 
penulisan hukum ini adalah metode penelitian 
hukum normatif. Metode penelitian hukum 
normatif atau metode hukum kepustakaan 
adalah metode atau cara yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.9  

 
PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap 

Saksi Anak dalam perkara pidana menurut 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak  Pasal 1 angka 5 UU SPPA: " Anak yang 
menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya 
disebut anak saksi adalah anak yang belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang 
suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, 
dan/atau dialaminya sendiri”10 

Pada Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa: 
Dalam setiap tingkat pemeiksaan, Anak Koban 
atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang 
tua dan/atau orang yan dipercaya oleh Anak 
Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja 
Sosial.”11 

Pasal 18: Dalam menangani perkara Anak, 
Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing 
Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, 
Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau 
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 Pada Pasal 2 ayat (2)  Undang-Undang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. 

pemberi bantuan hukum lainnya wajib 
memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak 
dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap 
terpelihara.  

Penjelasan Pasal 18 Yang dimaksud dengan 
“pemberi bantuan hukum lainnya” adalah 
paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas 
hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang 
Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan 
misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, 
ramah Anak, serta tidak menimbulkan 
ketakutan dan tekanan. 

Pasal 19: 
(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau 

Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam 
pemberitaan di media cetak ataupun 
elektronik. 

(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi nama Anak, nama 
Anak Korban, nama Anak Saksi, nama 
orang tua, alamat, wajah, dan hal lain 
yang dapat mengungkapkan jati diri 
Anak, Anak Korban, dan/atau Anak 
Saksi. 

Pasal 23: 
(1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, 

Anak wajib diberikan bantuan hukum 
dan didampingi oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan atau pendamping lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, 
Anak Korban atau Anak Saksi wajib 
didampingi oleh orang tua dan/atau 
orang yang dipercaya oleh Anak Korban 
dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja 
Sosial. 

(3)  Dalam hal orang tua sebagai tersangka 
atau terdakwa perkara yang sedang 
diperiksa, ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku 
bagi orang tua. 

Pasal 27: 
(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap 

perkara Anak, Penyidik wajib meminta 
pertimbangan atau saran dari 
Pembimbing Kemasyarakatan setelah 
tindak pidana dilaporkan atau 
diadukan. 

(2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik 
dapat meminta pertimbangan atau 
saran dari ahli pendidikan, psikolog, 
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psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial 
Profesional atau Tenaga Kesejahteraan 
Sosial, dan tenaga ahli lainnya. 

(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan 
terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, 
Penyidik wajib meminta laporan sosial 
dari Pekerja Sosial Profesional atau 
Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah 
tindak pidana dilaporkan atau 
diadukan. 

Pasal 58: 
(1) Pada saat memeriksa Anak Korban 

dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat 
memerintahkan agar Anak dibawa 
keluar ruang sidang. 

(2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban 
dan/atau Anak Saksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), orang 
tua/Wali, Advokat atau pemberi 
bantuan hukum lainnya, dan 
Pembimbing Kemasyarakatan tetap 
hadir. 

(3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak 
Saksi tidak dapat hadir untuk 
memberikan keterangan di depan 
sidang pengadilan, Hakim dapat 
memerintahkan Anak Korban dan/atau 
Anak Saksi didengar keterangannya: 
a.  Di luar sidang pengadilan melalui 

perekaman elektronik yang 
dilakukan oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan di daerah hukum 
setempat dengan dihadiri oleh 
Penyidik atau Penuntut Umum dan 
Advokat atau pemberi bantuan 
hukum lainnya; atau 

b. Melalui pemeriksaan langsung jarak 
jauh dengan alat komunikasi 
audiovisual dengan didampingi oleh 
orang tua/Wali, Pembimbing 
Kemasyarakatan atau pendamping 
lainnya. 

Pasal 59   
Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak 
diberitahukan mengenai keterangan yang 
telah diberikan oleh Anak Korban 
dan/atau Anak Saksi pada saat Anak 
berada di luar ruang sidang pengadilan. 
Pasal 60 
(1) Sebelum menjatuhkan putusan, 

Hakim memberikan kesempatan 
kepada orang tua/Wali dan/atau 

pendamping untuk mengemukakan 
hal yang bermanfaat bagi Anak. 

(2) Dalam hal tertentu Anak Korban 
diberi kesempatan oleh Hakim untuk 
menyampaikan pendapat tentang 
perkara yang bersangkutan. 

(3) Hakim wajib mempertimbangkan 
laporan penelitian kemasyarakatan 
dari Pembimbing Kemasyarakatan 
sebelum menjatuhkan putusan 
perkara. 

(4) Dalam hal laporan penelitian 
kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak 
dipertimbangkan dalam putusan 
Hakim, putusan batal demi hukum. 

Pasal 61 
(1) Pembacaan putusan pengadilan 

dilakukan dalam sidang yang 
terbuka untuk umum dan dapat 
tidak dihadiri oleh Anak. 

(2) Identitas Anak, Anak Korban, 
dan/atau Anak Saksi tetap harus 
dirahasiakan oleh media massa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 dengan hanya menggunakan 
inisial tanpa gambar. 

Pasal 62 
(1) Pengadilan wajib memberikan 

petikan putusan pada hari putusan 
diucapkan kepada Anak atau 
Advokat atau pemberi bantuan 
hukum lainnya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Penuntut 
Umum. 

(2) Pengadilan wajib memberikan 
salinan putusan paling lama 5 (lima) 
hari sejak putusan diucapkan kepada 
Anak atau Advokat atau pemberi 
bantuan hukum lainnya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, dan 
Penuntut Umum. 

Pemeriksaan, ialah: “proses, cara perbuatan 
memeriksa suatu proses atau upaya 
penyelidikan; pengusutan perkara dan 
sebagainya”.12 Pemeriksaan perkara pidana 
yaitu; “kegiatan untuk mendapatkan 
keterangan, kejelasan dan keidentikan 
tersangka dan/atau saksi dan atau barang bukti 
maupun tentang unsur-unsur tindak pidana 
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yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau 
peranan seseorang maupun barang bukti dalam 
tindak pidana tersebut menjadi jelas dan 
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan”.13 

Dalam Pasal 90 ayat (1) bahwa Anak Saksi 
berhak atas: 

1. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial, baik di dalam lembaga maupun di 
luar lembaga; 

2. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, 
maupun sosial; dan 

3. kemudahan dalam mendapatkan 
infomasi mengenai pekembangan 
perkara. 

Pasal 91 ayat (3) menjelaskan bahwa Anak 
Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, 
rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari 
lembaga atau instansi yang menangani 
perlindungan anak. Pada ayat (4) dikatakan 
pula bahwa Anak Saksi yang memerlukan 
perlindungan dapat memperoleh perlindungan 
dari lembaga yang menangani perlindungan 
saksi dan korban atau rumah perlindungan 
sosial sesuai. 

 
B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi 

Anak di Bawah Umur 
Ada beberapa ketentuan yang harus 

dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat 
dianggap sah sebagai alat bukti yang 
mempunyai nilai kekuatan pembuktian, antara 
lain: bahwa sebelum memberikan keterangan, 
seorang saksi harus terlebih dahulu 
mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana 
diatur di dalam Pasal 160 (3) KUHAP. 

Dari ketentuan tersebut maka dapat 
disimpulkan keterangan saksi ditinjau dari segi 
sah atau tidaknya sebagai alat bukti 
dikelompokan pada 2 (dua) jenis, yaitu: 

1. Keterangan saksi yang diberikan tanpa 
sumpah. 

2. Keterangan saksi yang disumpah. 
Hanya keterangan saksi yang diberikan 

dengan sumpah sajalah yang mempunyai 
kekuatan pembuktian. 

Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 171 
butir a KUHAP bahwa seorang anak yang 
melihat, mendengar atau mengalami sendiri 
suatu tindak pidana dapat memberikan 
keterangan sebagai saksi tanpa sumpah di 
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 Op.Cit, hal. 315. 

pemeriksaan persidangan. Oleh sebab itu 
menurut KUHAP keterangan mereka itu tidak 
bernilai sebagai alat bukti sah, akan tetapi 
keterangan mereka itu dapat dipakai sebagai 
petunjuk saja sebagaimana dijelaskan dalam 
penjelasan Pasal 171 KUHAP. 

Selanjutnya dari ketentuan Pasal 185 ayat 
(7) KUHAP dapat dipahami bahwa keterangan 
dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai 
satu dengan yang lain, tidak merupakan alat 
bukti namun apabila keterangan itu sesuai 
dengan keterangan dari saksi yang disumpah 
dapat dipergunakan sebagai tambahan alat 
bukti sah yang lain. 

Demikian pula di dalam penjelasan Pasal 161 
ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan 
saksi atau ahli yang tidak disumpah atau 
mengucapkan janji, tidak dapat dianggap 
sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah 
merupakan keterangan yang dapat menguatkan 
keyakinan hakim. 

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas 
jelas bahwa keterangan dari saksi anak yang 
masih di bawah umur yang memang tidak 
dapat diberikan di bawah sumpah bukanlah 
sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dapat 
dipakai :14 

1. Sebagai petunjuk. 
2. Sebagai tambahan alat bukti sah. 
3. Sebagai keterangan yang dapat 

menguatkan keyakinan hakim. 
Dalam memenuhi ketentuan bahwa 

keterangan saksi anak dapat dipakai sebagai 
petunjuk, tambahan alat bukti sah maupun 
untuk menguatkan keyakinan hakim, maka 
sebelumnya harus terlebih dahulu ada alat 
bukti sah lainnya sebagaimana telah ditentukan 
secara limitatif di dalam Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP yang dipersiapkan oleh Jaksa Penuntut 
Umum dan selanjutnya diajukan ke persidangan 
pengadilan dalam pembuktian kesalahan 
terdakwa.15 

Dalam hubungannya dengan uraian di atas, 
M. Yahya Harahap mengatakan untuk 
mempergunakan keterangan tanpa sumpah 
baik sebagai tambahan alat bukti yang sah 
maupun untuk menguatkan keyakinan hakim 
atau sebagai petunjuk harus dibarengi dengan 
syarat : 

                                                           
14

 Ibid.  
15

 Pasal 184 ayat (1) KUHAP 
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1. Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang 
sah. Misalnya telah ada     alat bukti, 
keterangan saksi, alat bukti keterangan 
ahli, alat bukti surat atau keterangan 
terdakwa.  

2. Alat bukti yang sah itu telah memenuhi 
batas minimum pembuktian yakni telah 
ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat 
bukti yang sah. 

3. Kemudian antara keterangan tanpa 
sumpah tadi dengan alat bukti yang sah 
tersebut terdapat saling persesuaian.16 

Ketentuan-ketentuan dan pendapat 
sebagaimana dijelaskan di atas 
dapatdimengerti oleh karena keterangan tanpa 
sumpah tersebut bukanlah alat bukti yang sah 
maka dengan sendirinya keterangan tersebut 
juga tidak mempunyai nilai kekuatan 
pembuktian dan oleh karena itu tidak dapat 
dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa sesuai dengan dakwaan 
dan tuntutan dari penuntut umum. Meskipun 
demikian keterangan saksi yang diberikan 
tanpa sumpah tersebut dapat dipergunakan 
sebagai petunjuk, tambahan alat bukti sah 
ataupun menguatkan keyakinan hakim. 

Jika jaksa penuntut umum sebagai pihak 
yang harus membuktikan kesalahan seorang 
terdakwa di sidang pengadilan tidak dapat 
membuktikan kesalahan terdakwa karena tidak 
cukupnya alat-alat bukti yang diajukan yaitu 
hanya berupa kesaksian seorang anak tanpa 
melengkapinya dengan alat-alat bukti sah 
lainnya, maka hakim tidak dapat memutuskan 
ia bersalah dan tidak dapat menjatuhkan 
hukuman. 

Oleh karena itu apabila ada perkara pidana 
dan yang menjadi saksi korban atau saksi 
utamanya adalah seorang anak yang masih di 
bawah umur, maka dari tingkat penyidikan 
aparat penegak hukum yang terkait (dalam hal 
ini penyidik dan penuntut umum) harus 
berusaha mencari dan mengumpulkan alat-alat 
bukti yang cukup untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa di persidangan pengadilan. 
Sedangkan hakim yang mengadili perkara harus 
arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan 
semua permasalahan yang timbul 

                                                           
16

 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan 
Penerapan KUHAP, Jilid II Pustaka Kartini, Penerbit Buku 
Bermutu, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, Tahun 1985,  
hlm, 816. 

dipersidangan dalam mencari kebenaran yang 
material dari suatu perkara pidana. Jangan 
sampai akibat dari tidak cukupnya alat-alat 
bukti sah, seorang terdakwa yang bersalah 
terlepas dari jeratan hukum.17 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  

1. Perlindungan hukum terhadap saksi anak 
tindak pidana menurut sistem peradilan 
pidana menegaskan anak berhak atas 
semua perlindungan dan hak yang diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, seperti upaya rehabilitasi 
medis dan rehabilitasi sosial, baik di 
dalam lembaga maupun di luar lembaga. 
Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, 
maupun social dan kemudahan dalam 
mendapatkan informasi mengenai  
perkembangan perkara. Hak Saksi Anak 
akan diatur dengan Peraturan Presiden 
dan berdasarkan pertimbangan atau 
saran Pembimbing Kemasyarakatan, 
Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga 
Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat 
merujuk Anak Saksi ke instansi atau 
lembaga yang menangani pelindungan 
anak atau lembaga kesejahteraan social 
anak. Saksi anak tindak pidana yang 
memerlukan dapat memperoleh 
pelindungan dari lembaga yang 
menangani pelindungan saksi dan korban 
atau rumah perlindungan sosial sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

2. Keterangan kekuatan pembuktian saksi 
anak di bawah umur tidak mempunyai 
nilai sebagai alat bukti, oleh sebab itu 
tidak mempunyai kekuatan pembuktian 
akan tetapi dapat dipakai sebagai 
petunjuk atau tambahan alat bukti yang 
sah lainnya ataupun menambah 
keyakinan hakim. 
 

B. SARAN  
1. Perlindungan hukum terhadap saksi anak 

tindak pidana menurut sistem peradilan 
memerlukan dukungan tenaga-tenaga 
professional yang perlu disiapkan oleh 

                                                           
17

 Novelina MS Hutapea, Kekuatan Keterangan Saksi Anak 
Dibawah Umur dalam Pembuktian Perkara Pidana, 
Habonaron Do Bona; Edisi 2, Juli 2010, hlm 4. 
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pemerintah, seperti Petugas 
Kemasyarakatan, yang terdiri dari 
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja 
Sosial Profesional atau Tenaga 
Kesejahteraan Sosial atau Penyidik 
termasuk lembaga yang menangani 
perlindungan anak saksi tindak pidana. 

2. Supaya Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban dapat segera dibentuk dan 
diefektifkan proses bekerjanya dalam 
upaya perlindungan saksi. 
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